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BAB I

PENDAHULUAN

1.1    Latar Belakang Kerja Praktek

Dalam usaha mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, sebagaimana ditetapkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, pemerintah Negara Indonesia perlu melakukan usaha-usaha, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Dasar 1945 dan Garis-garis Besar Haluan Negara.

Garis-garis Besar Haluan Negara sebagaimana ditetapkan dalam ketetapan Majelis Permusyaratan Rakyat Nomor II/MPR/1983 menetapkan haluan pembangunan nasional dalam garis-garis besar.

Pada sektor pajak, Majelis Permusyawaratan Rakyat telah menggariskan perlunya pembaharuan system perpajakan yang berintikan kesederhanaan dan memberikan kepastian hukum, yang pada gilirannya dapat menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran setiap warga negara memenuhi dan kewajibannya dalam berperanserta membiayai pembangunan melalui pembayaran pajak.

Salah satu bentuk dari pajak tersebut adalah Pajak Bumi dan Bangunan  (PBB).  Yang menjadi objek PBB tersebut adalah bumi dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan berlaku sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah yaitu lahirnya Undang-undang No. 12 tahun 1985, Undang-undang No. 12 tahun 1994 tentang pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan   merupakan sumber dana yang cukup potensial sebagai    sumber untuk mengisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.   Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak pusat yang sebagian             hasilnya digunakan    untuk membiayai pembangunan Daerah.  Objek Pajak Bumi dan

Bangunan meliputi bumi dan atau bangunan. Pengenaan pajaknya adalah melihat potensi atau keadaan objek pajaknya. Untuk mengetahui potensi yang dikandung suatu objek pajak, maka petugas pajak akan melakukan penilaian terhadap objek pajak bersangkutan dan dilakukan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku dan peraturan lainnya yang mendukung proses pelaksanaannya. 

Besarnya peranan masyarakat untuk peningkatan pembangunan khususnya dalam mambayar pajak bumi dan bangunan sebagai salah satu partisipasi aktif warga negara kepada Negaranya. Setiap wajib pajak harus membayar pajak terutangnya sesuai dengan ketentuan yang ada pada Surat  Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) nya.  Namun setiap wajib pajak dapat juga mengajukan keberatan atas ketetapan yang

diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak apabila pembayaran PBB yang dilakukan oleh wajib pajak atas objek pajak tertentu lebih besar dari jumlah PBB yang terutang.  karena itu wajib pajak dapat mengajukan restitusi kepada kantor pajak. Kelebihan dalam pembayaran PBB bisa terjadi karena kekeliruan atas PBB tidak sesuai dengan objek pajak yang sebenarnya, pada prinsipnya adalah hak wajib pajak yang harus dikembalikan oleh Pemerintah. Dari beberapa penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk membahas dalam laporan ini dengan judul

“ PROSEDUR PELAKSANAAN RESTITUSI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI dan BANGUNAN  BANDUNG DUA “.
1.2.  Tujuan Kerja Praktek
 
Dengan melihat uraian perumusan masalah diatas, maka tujuan penulis melaksanakan kerja praktek adalah :

1. Untuk mengetahui tata cara pembayaran pajak Bumi dan Bangunan di KP. PBB Bandung Dua

2. Untuk Mengetahui sebab-sebab terjadinya Kelebihan Pembayaran di KP. PBB Bandung Dua

3. Untuk Mengetahui Prosedur memperoleh Restitusi di KP. PBB Bandung Dua

4. Untuk Mengetahui Prosedur Pelaksanaan  Restitusi di KP.PBB Bandung Dua

1.3.   Kegunaan Kerja Praktek

Kegunaan dari kerja praktek ini adalah :

1. Bagi Penulis

a. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang membandingkan antara teori yang di dapat di bangku perkuliahan dan kenyataan yang ada di dunia kerja yang sebenarnya

b. Sarana perkembangan ilmu yang di dapat dan diaplikasikan dalam dunia kerja yang sebenarnya

c. Memberikan kesempatan memperoleh pengalaman kerja dalam suatu perusahaan dan berorganisasi dalam tim kerja nyata

d. Memperoleh Pengetahuan bagaimana Prosedur restitusi atau pengembalian kelebihan pajak

2. Bagi Perusahaan

a.  Membantu karyawan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada, yang dapat dikerjakan  oleh mahasiswa

b.  Membina hubungan kemitraan antara perusahaan dengan perguruan   tinggi

c.  Mahasiswa bisa memberikan masukan atau saran kepada perusahaan

d.  Menghemat dana untuk mengembangkan SDM

3. Bagi Perguruan Tinggi

a. Menyesuaikan metode dan isi kuliah agar lebih relevan dengan dunia kerja

b. Membina hubungan kemitraan antara perguruan tinggi dan perusahaan dalam sarana dan prasarana pendidikan

c. Meningkatkan kemampuan tenaga pengajar agar memberikan kuliah yang relevan dengan dunia kerja dan juga mutu akademisnya

d. Membekali kemampuan dasar kepada mahasiswa untuk bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada dalam dunia kerja 

4. Bagi Pihak Lain

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk masa yang akan datang dan  dapat dijadikan Pengetahuan tentang Restitusi Pajak.

1.4  Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Lokasi Kerja Praktek ini  dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bandung Dua yang beralamat di Jl. Raya Soreang Km. 17 Soreang  Bandung. Kegiatan kerja praktek ini dilakukan dibagian Seksi Penerimaan. Dan dilaksanakan selama 30 hari terhitung dari tanggal 1 Agustus 2006 s.d. 31 Agustus 2006.   

Pelaksanaan Kerja Praktek dari hari senin sampai dengan jumat waktunya disesuaikan dengan jam kerja yaitu pada pukul 08.00 WIB s.d. 16.30 WIB dan waktu istirahat pukul 12.00 WIB s.d. 13.00 WIB. 

